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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Faktor-faktor yang menyebabkan korban pemerkosaan melakukan aborsi ditinjau dari praktik kedokteran dan hukum Islam adalah tidak ingin memiliki anak tanpa ayah, adanya trauma psikologis yang dialami oleh korban pemerkosaan, masih terlalu muda dan merupakan aib keluarga, Dorongan moral. Dorongan ini muncul karena wanita yang mengandung janin tidak sanggup menerima sanksi sosial dari masyarakat disebabkan kehamilan di luar nikah meskipun hal tersebut terjadi karena pemerkosaan.
2. Perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi adalah pemberian perlindungan hukum dengan cara tidak menghukum pelaku korban perkosaan yang melakukan aborsi sesuai dengan Undang-Undan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah, pemberian jaminan kselamatan  dan keamanan terhadap korban perkosaan yang melakukan tidak pidana aborsi, memberikan pendampingan psikologis terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi dan pemberian pelayanan medis kepada korban perkosaan yang melakukan aborsi.
3. Kebijakan hukum pidana terhadap aborsi karena perkosaan terkait etika kedokteran dapat dijelaskan dengan tegas dan jelas menyebutkan bahwa tindakan seorang dokter melakukan aborsi adalah bertentangan dengan sumpah dan kode etik kedokteran. Pengecualianya adalah jika kehamilan itu mengancam jiwa si ibu aborsi hanya bisa dilakukan seandainya tidak ada jalan lain lagi untuk meyelamatkan jiwa si ibu. Itu pun dilakukan setelah memenuhi syarat tertentu, seperti pertimbangan paling sedikit dari dua orang ahli. Selain itu harus dilakukan di sarana kesehatan yang memadai, baik personil maupun peralatannya. Keadaan darurat yang diperbolehkan adalah kegagalan kontrasepsi, korban perkosaan, korban incest, gangguan jiwa berat, gangguan pada janin (down syndrome) atau cacat bawaan, terinfeksi HIV/AIDS, atau tidak sehat secara fisik, mental, dan ekonomi, jadi dalam kasus aborsi pada korban perkosaan disini tidak melanggar sumpah bahkan kode Etik kedokteran karena kondisi darurat.
B. Saran.
1. Hendaknya pemerintah mensosialisasikan tentang mekanisme aborsi yang sesuai dengan aturan hukum dan medis, agar selain korban mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah juga mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan aman sesuai dengan UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan.
2. Untuk memberikan rasa keadilan bagi setiap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi sesuai dengan  prosedur yang berlaku, maka pemerintah harus mengkaji ulang KUHP yang saat ini dirasakan belum memberikan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi di Indonesia.
3. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap korban perkosaan yang melakukan aborsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemerintah berkewajiban menyediakan tenaga medis yang professional dalam bidangnya untuk menangani korban perkosaan yang menuju pra aborsi dan pasca aborsi dengan biaya yang terjangkau dan dijaga kerahasiaannya oleh lembaga yang berwenang untuk menanganinya.
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